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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian yang dibuat maka penulis dapat memberikan kesimpulan 
terhadap penyelesaian sengketa ganti rugi terhadap pengadaan tanah ulayat 
masyarakat adat untuk Pembangunan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten 
Mappi adalah sebagai berikut: 
1. Dalam hal ini pihak masyarakat adat selaku pemegang hak atas tanah yang 
digunakan tanah ulayatnya untuk pembangunan kantor pemerintah daerah, 
belum memiliki daftar susunan masyarakat adat beserta garis keturunan terkait 
dengan tanah ulayat yang dimiliki. Sehingga hal ini menjadi slaah satu yang 
mengakibatkan kendala bagi pihak pemerintah daerah dalam hal pemberian 
ganti rugi terhadap pengadaan tanah ulayat. Pemerintah menjadi kesulitan 
didalma pemberian ganti kerugian karna didalam musyawarah sulit untuk 
memutuskan pihak yang berhak atas tanah tersebut. 
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi telah mampu menciptakan kepastian 
hukum didalam penyelesaian sengketa pengadaan tanah ini. Mulai dari tahap 
persiapan hingga tahap pelepasan obyek hak atas tanah,  namun tahapan ini 
baru dapat dilakukan pada saat pembayaran ketiga yaitu pada tahun 2016. 
Pembayaran pertama dan kedua belum mampu menciptakan kepastian hukum. 
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B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis merekomendasikan 
atau menyarankan beberapa hal: 
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi melalui Bagian Pengembangan pada 
Bagian Tata Pemerintahan SETDA Kabupaten Mappi segera melakukan 
penyuluhan atau sosialisai terkait dengan hukum pertanahan yang 
diberlakukan di Indonesia. Mengingat masalah yang sering terjadi didalam 
masyarakat adalah yang bersangkutpaut dengan tanah sehingga peneliti 
menyerankan agar masyarakatpun paham akan aturannya sehingga dalam 
hal penerapannya pun mudah. Namun perlu diperhatikan bahwa 
penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum pemerintah 
daerah pemerintah daerah bukan saja memperhatikan kepentingan 
pembangunan melainkan juga memperhatikan kepentingan masyarakat 
terkhusus masyarakat adat yang mempunyai hak. 
2. Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Mappi harus memiliki hukum adat 
yang tertulis, dan juga mempunyai daftar susunan masyarakat adat beserta 
garis keturunannya yang jelas sehingga dalam penerapannya didalam 
masyarakat mampu menciptakan keadilan yang merata dan mampu 
menyelesaikan permasalahan yang melibatkan perorangan maupun yang 
bersangkutpaut dengan pemerintah agar mampu menciptakan kepastian 
hukum antar semua pihak dan mencegah permasalahan dikemudian hari.  
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SURAT PERNYATAAN PELEPASAN TANA" ADAT 
. 
Pada hari ini Sabw tanggal Sepuluh bulan JuU tahun Dua Ribu Empat kami yang beItanda 
tangan dibawah in; : 
1 Nama 
Pekerjaan 
Alamat 
J 
PHILIPUS KAlMERAJMU 
Kepala Kampung loghorn 
Karnpung loghorn Distrik Obaa 
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama rnasyaakat adat /rnarga pemilik tanah adat 
yang telfetak dianlara kampung Toghorn. Magabag. lereyemu. Emete. Muin, Wairu. Pagai, 
selanjulnya disebut sebagai· PIHAK PERT AMA .. 
2. Nama 
Jabalan 
AJamat 
: JOHANNES RUMLUS, S.Sos 
: Penjabat Bupati Kabupaten Mappi 
: Jalan Kalimantan Kampung Kepi Distrik Obaa 
Dalam hal ini bertindak dan alas nama Pemerintah Kabupaten Mappi, selanjutnya disebut 
sebagai " PIHAK KEDUA .. 
Pasal , 
Dalam rangka menunjang pembangunan Kabupalen Mappi dan ~ lata Ruang Kola, 
maka PIHAK PERl AMA menyerahlarl atau melepaskEll tanah adat dengao ukuJlll 5,4 KIn x 2,4 
Krn atau seIuas 12,96 Km2 yang terletak diantara kampung Toghorn, Magabag, Tereyemu, Emete, 
Muin, Wairu, Pagai . 
PasaIlI 
Pelepasan Tanah Adat L1i beIdasaI1<a1 kesepakatan bersama aniara P1HAK PERTAMA dan 
PIHAK KEDUA dalam keadaan sad. tanpa ada paksa1 dari pihak rnanapun 
PasaIlII 
PIHAK KEDUA memberikan uang tunai landa ucapan Ierima kasi1 kepala PlHAK 
PERT AMA sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Saw MUyar Seratus Juta Rupiah ) 
PasallV 
Setelah Surat Pemyataan atau Pelepasan T alah Adat Ini ditanda tangani oIeh kedua beIah 
pihak dan disaksikan oIeh Ketua LMA masmg - masing kampung feIsebut diaIas, maka PIHAK 
PERTAMA tidak berhak lagi atas tanah f61sebut dan selanjutnya PIHAK KEDUA berkewajiban 
mengurus haknya Iebih lanjut kepada Negara sesuai Peraluran yang bertaku . 
  
I 
f 
PasaiV 
. Apabila dikemudian hari terjadi tuntutan dari pihak manapun, maka PIHAK PERT AMA 
berkewajiban untuk menyelesaikannya dan beIsedia dituntut berdasarkan ketentuan hukum yang 
ber1aku. . 
pemlvataCfl ini dibuat dan ditanda tangani bersama dihadapan saksi - saksii 
Obaa 
n::m.."I~n - tiap kampung : 
NAMA 
1. NATHALIS ERKUAiMU (LMA KP. TOGHOM) 
2. UBORJUS~TEIPU (00 KP MAGABAG) 
3. DAVID YAFKAlMU (LMA KP. TEREYEMU) 
4. LUKAS TANGGIPAIMU (00. KP. MUIN ) 
5. PRIMUS ERO (LMA KP. PAGAI ) 
6. FLORENTINUS BAPAiMU (00 KP. EMETE) 
7. KR!STIANUS YANAKAIMU (LMA KP. WAlRU) 
_~NiUII MENGESAHKAN 
~na.n DISTRIK OBAA 
r1Fr-i1iiifi 
  
'-
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BUP ATI KABUP ATEN l\iAPPI 
BERITA ACARA 
PENYERAHAN UANG UCAPAN TERIMA KASIH 
'OARfPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAPPJ KEPADA MASYARAKAT 
PEMllIKTANAH ADAT DlLOKASIIBUKOTA KABUPATEN MAPPI 
.. 
Pada hari ini Sabtu tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Oua Ribu Empat kami yang bertanda 
tangan dibawah ini : 
1. Nama 
Jabatan 
A1amat 
JOHANNES RUMLUS, S.Sos 
Penjabat Bupati Kabupaten Mappi 
Jalan Kalimantan Kampung Kepi Oistrik Obaa 
Selanjutnya disebut ~agai If PlHAK PERTAItIA II 
2. N~ 
Peke~aan 
Alarnat 
PHIUPUS KAIMERAIMU 
KEPALA KAMPUNG TOGHOM 
KAMPUNG TOGHOM DfSTRIK OBAA 
Oafaro hal ini bertindak untuk dan atas nama m~yarakat adat I marva pernik tanah adat 
yang terIetak diantara wilayah kampung Toghorn , Emete, ~agabag, Tereyamu, Muin, Wairu, 
.... 
Pagai, selanjutnya disebut sebagai If PlHAK KEDUA ". t 
". 
Dengan ketentuan : 
1. Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua uang tunai sebesar 
Rp. 1.100.000.000,- (Satu MiJyar Seratus Jyta Rupiah) sebagai ucapan terima kasih. 
2. Pihak Kedua menerima uang tunai sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus 
Juta Rupiah) daJam keadaan utuh . 
,'-
. 'i 3. Pihak Kedua menyerahkan T anah Adat kepada Pihak Pertama deogan ukuran 
5,4 Km x 2,4 Km atau seluas 12, 96 Km2 . ~ . 
-
  
/ 
. 
4. Pihak Pertama menerima Tanah Adat seIuas 12,96 Km2 dari Pihak Kedua dan 
selanjutnya bertanggung jawab untuk mengurus dan memper:gunakan tanah tersebut 
untuk kepentingan pemerintah. 
Demikian Berita kara ini dibuat dan ditanda tangani bersama untuk dipergunakal sebagaimana 
mestinya. 
Saksi-
NAMA 
1. NATHALIS ERKUAiMU (lMA KP. TOGHOM) 
2. UBORtUS TEIPU (lMA KP MAGABAG) 
3. DAVID Y AFKAIMU (LMA KP. TEREYEMU) 
T~ 
........................................................... 
... !l/~.~ ............... .. 
~ 
• .......... I .......... ~ .......... t .................................... , .......... I .. ....... . 
4. LUKASTANGGIPAIMU (LMAKP. MUIN ) 
5. PRIMUSERO (LMA KP. PAGAI) 
6~ FLORENTINUS BAPAIMU (LMA KP. EMETE ) 
7. KRISTlANUSV ANAKAIMU (LMA KP. WAIRU) 
  
BUP ATI KABUP ATEN MAPPI 
BERIT A ACARA SERAH TERIMA PEMBA YARAN KEDUA DAN TERAKHIR 
UANG GANTI RUGI TANAH 
LOKASI IBU KOTA KABUPATEN lVlAPPI DI WAEMEAMAN/ERRE 
NOMOR: 592.2/ /BUP/2008 
Pada hari ini Senin tanggal Enambela.s Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan, kami \ 
yang bertanda tangan dibawah ini : 
1. Nama 
Jabatan 
Alamat 
: Drs. A. JUMAME 
: BUPATI KABUPATEN MAPPI 
: JL. KALIMANTAN KEPI DISTRIK OBAA 
Selanjutnya disebut sebagai II PIHAK PERT AMA". 
2. Nama 
Jabatan 
Alamat 
: PHILIPUS KAIMERAIMU 
: KEP ALA KAMPUNG TOGHOM 
: KAMPUNG TOGHOM DISTRIK OBAA 
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama masyarakat adat pemilik tanah Lokasi 
Ibu Kota Kabupaten Mappi di Waemeaman/ Erre yang selanjutnya disebut sebagai 
II PIHAK KEDUA". 
Pada tanggal 28 Mei 2008 Pihak Kedua memohon penambahan dana kepada Pihak 
Pertama atas pembayaran Tanah Adat yang telah dilakukan pada tanggal 10 Juli tahun 2004. 
Sesuai hasil kesepakatan antara pihak pertama dan Pihak Kedua maka kedua belah pihak 
sepakat bahwa pihak pertama akan menambah pembayaran Tanah Adat di Lokasi Ibu Kota 
Kabupaten Mappi tahap kedua dan terakhir sebesar Rp. 1.500.000.000,- ( Satu Milyar Lima 
Ratus Juta Rupiah) kepada Pihak Kedua. 
Dengan ketentuan : 
1. Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua uang tunai sebesar Rp. 
1.500.000.000,- ( Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Pihak Kedua sebagai 
Ganti Rugi Tanah Lokasi Ibu Kota Kabupaten Mappi di Waemeaman/Erre. 
2. Pihak Kedua menerima Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000.000,- ( Satu Milyar Lima 
Ratus Juta Rupiah) dalam keadaan utuh. 
  
3. Pihak Kedua menyerahkan Tanah Adat kepada Pihak Pertama sesuai dengan Surat 
Pernyataan Pelepasan Tanah Adat dan Berita Acara pertama tanggal 10 Juli 2004 
yaitu dengan ukuran Panjang 5,4 Km X 2,4 Km atau seluas 12,96 Km2. 
4. Pihak Pertama menerima Tana.h Adat seluas 12,96 Km2 dari Pihak Kedua dan 
selanjutnya bertanggung jawab untuk mengurus dan mempergunakan tanah 
tersebut untuk kepentingan pemerintah. 
5. Apabila dikemudian hari masih ada tuntutan lagi mengenai tanah dimaksud maka 
pihak kedua bersedia dituntut dimuka Pengadilan. 
Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dan ditandatangani pada 
tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan seperlunya. 
PERTAMA 
Saksi-sak i dari tiap-tiap Kampung: 
1. Dominikus Erkowaimu Toghom 
2. Primus Kaimeraimu Toghom 
3. Isidorus Erkowaimu Toghom 
1 .......... ......... ......... . 
2 ..... ~ ....... . 
3 .......•.. ......... 
4. Ubaldus Kadimu Toghom 
5. Kaliktus Erkowaimu Muin 
6. Petrus Ndimaimu Muin 
5 ...... ~ ..... . 4 .......................... .. . 
6 .. ~ ... ... .... .. 
7. Brekmans Ndimaimu Muin 7 ............................ . 
8. Didimus Wagatu Muin 8 ............................ . 
9. Fransiskus Wagatu Muin 9 ........................... .. 
10. Ambrosius Manggaimu Muin 
11. Nikolaus Kanimu Wairu 11 ....• ~. 10 ................ ... ......... . 
12. Pitalis Kabagaimu Wairu 
13. Martinus Kabagaimu Wairu 
14. Rafael Kanimu Wairu 
15. Yosepus Erkowaimu Kirimohon 
16. Ifilitus Erkowaimu Pachae 
17. Matias Erkowaimu Pachae 
18. Kasimirus Marpemu Kepi 
13 .. .. + ..... 12 ..... ~ .... . 
~ 14 .... ~r .. :·· .. .. 
15 .. {j.~ ... : ........ . 
_ ()A 1(') 16 ............................ . 
17 ..... ~........ __ It.. 
18 ... ~ ........... .. 
  
Kwitansi NO 
Sudah T erima Dari : Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Mappi 
Jumlah : Satu Mi/yar Uma Ratus Juta Rupiah 
Suat Pembayaran : Ganti Rugi Tanah Ibu Kota Kab. Mappi Di Waemeaman I Erre, Di Setor ke Rekening Atas Nama: 
1. NIKODEMUS KANIMU No. Rek. 404-23301206511.9 = 
RAFAEL KANIMU 
2. PRIMUS KAIMERAIMU No. Rek. 404.23301206505.3 = 
ISODORUS ERKOWAIMU 
3. KALIS ERKOWAIMU No. Rek.404.233012006508.5 = 
PETRUS NDIMAIMU 
4. BENYAMIN ERKOWAIMU No. Rek. 404.23301206508.9 = 
YOSEPUS ERKOWAIMU 
5. MATIAS ERRO No. Rek. 404.23301206504.1 = 
WIROAMKAI 
6. KASIMIRUS MARPEMU No. Rek. 404.23301206507.7 = 
BENYAMIN Kt\MAKAIMU 
7. PHILIPUS KAIMERAIMU No. Rek. 404.23301206510.7 = 
JUMLAH 
Terbi/ang : Rp. 1.500.000.000 
BendonorG PengeluorGl'l 
AGUSTINA IWONG 
NIP. 640 027 206 
Mengetohuil Menyetujui 
An. BUPATI KABUPATEN MAPPI 
SEKERT ARtS DAERAH 
Drs. ALOWA DODO HULU (Pit) 
PEMBINA TK. I 
NIP. 010 145 348 
Rp 100,000,000 
Rp 750,000,000 
Rp 100,000,000 
Rp 100,000,000 
Rp 100,000,000 
Rp 50,000,000 
Rp 300,000,000 
Rp 1,500,000,000 
2008 
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PENYERAHAN REKOMENDASI DEWAN ADAT DAERAH 
Y AKW AT WILA YAH V HA-ANIM PAPUA SELAT AN 
TENTANG: 
PENYELESAIANIPELEP ASAN HAK KEP EMILIKAN T ANAH TITIK KOT A 
WAEMEAMAN; I)ARI PlHAK PEMILIK TANAH 
DIHADAPANDEWAN ADAT DAERAH YAKWAT 
WILAYAH V HA-A.~IM KABUPATEN MAPPI, KEPADA 
PIHAK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAPPI; 
DILAKSANAKAN PADA BARI INI, SABTU SATU OKTOBER 
DUARlBU ENAMBELAS, PADA PUKUL: .Ll~.Q.Q •. BERTEMPAT 
DI GEDUNG SERBAGUNA-KEPI 
SEMOGA TUHAN MEMBERKATI. AMEN. 
2. Kepala Suku Auyu 
3. Kepala Suku Wiyacbar 
4. KepaJa Suku Tamario 
5. Kepala Suku Kombay Korowai 
6. Perwaldlan Suku Citak Mitak 
7. KepaJa Suku Asmat 
PIHAK YANG MELEPAS TANAH; 
PEMILIK TANAH, 
~ :~ 
~~ 
: Emanuel Konakaim 
: Gabriel 
  
SAKSI-SAKSI SIDANG DEWAN ADAT 
DAERAH YAKWAT }(AB. MPPI; PENYELESAIAN SENGKETA 
TANAH TITIK KOTA WAEMEAMAN 
KAMPUNG: Toghorn -Emete- Tereyemu-Magabag- Agham - Kogoyarnan 
J umat, 30 September 2016 
NO. NAMA LENGKAP KAMPUNG& JABATAN TANDA 
TANGAN 
01 Philipus Kaimeraimu Toghorn/Kepala Kampung ~ 
r-0_2_+-_D:....:c:....:;m....::.l:....:· n? ___ -+-,,4tP.~~ :;~ 
03 Feliks Kabagaimu Toihom ~ n ~C-V~ 
04 Matias Erkoaemu Toghom ~ Jl7 
05 Stanislaus Kaimeraimu Toghom ,-:s, I 
06 Kaspar Ero Toghom ~ • -lJ 
07 Mateus Bapaimu Emete I Kepala Kam~ung ~ -yjlJJ~--
08 Kansius Bapaimu Emete ~~ 1 
09 Gabriel Kaidaemu Emete t..WY w L • 
10 Yustinus Bapaimu Emete "~'~J:.L.. 
11 Martinus Bapaimu Emete ~-&-
12 Fabianus Konakaimu TereyemuIKepala Kampung ... 1"".;;:_. 
13 Marius Yapkaimu Tereyemu L,,~.c.o..l f---=--+---=":"':=::::"'~r.:::::::~-+:...::::..:~~------ --~~ --
14 Blasius Takiernu Tereycmu -~ 1 ~---r--~--------~--~~~-~ 
15 Soter Koupetyamu Tert!vemu  
16 Barnabas Konakaimu Terevemu 
17 Nikolaus Nggae Tereyemu __ 
18 Kasianus Takjemu Teieyemu / .f2d.J. ~---~~~~--------~~~~~~~ 
19 Kosmas Tatimeo MagabaglKepaJa KamQung y 
20 Anastasius Konakaimu Magabag ,. ... 
21 Alfons Tatimeo Magabag _ -' vv --;u 
22 Alentiinus Gatsi Magabag .,-tJ ~ 
23 Pius Tatimeo Magabag -/~ 
24 Melanius Konakaimu Magabag y 
25 Yohanes Tatimeo Magabag ~ 
26 Anselmus Rimbamogoin Kogoyaman ~ ~J 
27 Anakletus Nogaiwangga _I-K-..:...o~g!.:::o....!...y.::..:am:..:..:..=.a:...:-n -------l---Ji~w.;=,:x::::zII~b....- __ -I 
28 Beatus Nogaiwa_n-'g=g~a __ +-K....:.o~go_y!...;a-..:...m~a::.:.n _______ -+-_-_·--i-Q~~"'" -U'~ D 
29 Kaspar Kaina ka i mu ___ +-A~g_ha::.:.m____ .-/)'-'1:::'-' rc-
30 Polikarpus Yermogoin Agham (J;. ~ 
31 Klemens r.aimeraimu Agham !J ~ZJ4711 -
r-3_2 __ ~Fa_l_en_t::.:.iu~s_G~a~t.::..:si ________ ~M~a~gabag 
Nikolaus Kaimiraemu Agham 
